BAB V

PENUTUP

A. Simpulan.

Dari uraian yang penulis paparkan diatas, akhir
nya penulis dapat mengambil suatu simpulan mengenai
"Pengentasan Kemiskinan Versi GBHN RI 1993-1998 ( Stﬁdy
Analisa Hukum Islam)" sebagai berikut :

1. Program kebijakan pemerintah dalam menanggulangi
masalah kemiskinan dan kesenjangan dalam BGHN RI
1993-1998 khususnya di bidang sosial ekonomi adalah
melalui penataan peran ketiga pelaku ekonomi dalam
ekonomi Nasional ( yaitu usaha koperasi, usaha swasta
usaha negara) terutama peranan keperasi, dengan tetap
bertumpuh pada trilogi pembangunan. Dan pada PJP 1I1I
ini program IDT merupakan suatu alternatif sedang
dalam bidang sosial melalui kesadaran, kesetiakawanan
dan tanggung jawab sosial masyarakat.

2. Tujuan pemerintah mencanangkan program pengentasan
kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ini adalah
untuk memajukan kesejahteraan rakyat serta mewujud
kan suatu masyarakat adil makmur merata material dan

spiritual berdasarkan Pancasila.
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3.
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Bahwa langkah-langkah vang ditempuh oleh pemerintah
dalam GBHN RI 1993-1998 sebagai kebijaksanaan dalam
menyelesaikan masalah kemiskinan dan kesenjangan, ter
masuk program IDT adalah sudah sesuai dengan aturan-—
aturan dalam hukum Islam dan tidak ada pertentangan

didalamnya.

B. SARAN-SARAN

1.

Masalah kemiskinan dan kesenjangan ini bila' sudah
berakumulasi dalam masyarakat akan menimbulkan keresa
han dan kerusuhan sosial. Untuk memperkecil jurang
pemisah antara masyarakat kaya dan miskin memang
tidak cukup dengan mangatakan harus "mengencangkan
ikat pinggang” dan hidup sederhana. Tapi mengaktuali
sasikannya dalam bentuk peraturan vang mengikat.
Peraturan perundangan seperti UU Usaha Kecil dan
persaingan usaha hendaknya bukan hanya sekedar
untuk formalitas, tapi benar-benar efektif, sehingga
dapat mengarahkan perkembangan ekonomi kita secara
konsekuen dan konsisten menuju ekonomi demokrasi

Memperkuat kerja sama antara usaha koperasi, usaha
swasta dan usaha negara serta menumbuhkan rasa
soildaritas dan kesetiakawanan sosial yvyang lebih kuat

dalam masyarakat, sehingga kemiskinan bukan menjadi
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masalah indiveidu, tetapi merupakan tanggung jawab
bersama dan menjadi komitmen bersam auntuk mengatasi
nya serta sedapat mungkin meredam kesenjangan sosial
dalam masyarakat.

Dana yang dialokasi Pemerintah untuk membiayai usaha
rakyat seperti Inpres Desa Tertinggiﬁg(IDT) atau
Kredit Usaha Kecil (KUK) harus jelas pemanfaatannya

dan diberikan kepada yang tepat.

4. Lebih memperkuat ketaatan terhadap setiap perundang-

undangan atau hukum yang telah ditetapkan khususnya
menyangkut masalah sosial ekonomi dengan memperkuat
ketagwaan kepada Allah Swt. Dari hasil pembahasan
skripsi ini, diharapkan semoga bermanfaat bagi
pembaca khususnya mereka yang peduli dengan kemiskin-

an dan kesenjangan.



